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Abstrak

Latar belakang: Pembentukan koperasi perikanan tambak merupakan instrumen strategis
yang sangat penting dalam rangka mewujudkan SDGs 2030, khususnya dalam hal
pemberdayaan ekonomi masyarakat secara kolektif dan berkelanjutan. Tujuan: Penelitian
ini bertujuan menganalisis mengenai pembaruan hukum pembentukan koperasi
perikanan tambak dalam mewujudkan SDGS 2030 merupakan penelitian hukum normatif
yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan mengenai koperasi. Metode:
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan
perundang-undangan. Hasil: Koperasi perikanan tambak diharapkan bertindak sebagai
wadah yang memperkuat kapasitas anggotanya dalam mengakses sumber daya,
teknologi, modal usaha, dan pasar secara adil dan efisien sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat perikanan tambak. Kesimpulan: Upaya pembaruan hukum
pembentukan koperasi yang melibatkan peran aktif pemerintah pusat dan daerah melalui
kebijakan affirmative action menjadi sangat krusial untuk memastikan keterlibatan yang
adil dan keberlanjutan pengembangan koperasi ini. Masyarakat perikanan tambak juga
harus memperkuat struktur organisasi, pembuatan AD dan ART yang transparan dan
akuntabel, serta memahami regulasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian.

Kata Kunci: Koperasi, Perikanan Tambak, SDGS 2030.

Legal Reform Thru the Establishment of Pond Fisheries
Cooperatives in Achieving the 2030 SDGs

Abstract

Background: The establishment of pond fish cooperatives is a crucial strategic instrument
for achieving the 2030 SDGs, particularly in terms of collective and sustainable economic
empowerment of the community. Objective: This study aims to analyze the legal updates
in the establishment of pond fisheries cooperatives in achieving the 2030 SDGs. Method:
This study is normative legal research with a conceptual and legislative approach. Results:
It is hoped that pond fish cooperatives will act as a platform to strengthen their members'
capacity to access resources, technology, business capital, and markets fairly and
efficiently, thereby improving the welfare of pond fish farming communities. Conclusion:
The efforts to reform the law on cooperative formation, involving the active role of the
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central and regional governments thru affirmative action policies, are crucial to ensure
fair participation and the sustainability of cooperative development. Pond fish farming
communities must also strengthen their organizational structure, create transparent and
accountable articles of association and bylaws, and understand the regulations of Law
Number 25 of 1992 concerning Cooperatives.

Keywords: Cooperatives, Pond Fisheries, SDGs 2030.

PENDAHULUAN

Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat,
terutama masyarakat dengan usaha kecil, karena koperasi menyediakan sebuah
wadah yang mampu memperkuat ekonomi komunitas melalui prinsip partisipasi,
solidaritas, dan keadilan ekonomi (Kristian et al., 2020). Dengan berbasis pada
keanggotaan yang bersifat egaliter dan demokratis, koperasi memberi peluang
bagi masyarakat kecil untuk memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi,
seperti modal, bahan produksi, maupun pasar, yang selama ini mungkin sulit
dijangkau melalui sistem ekonomi konvensional. Melalui pengelolaan yang
transparan dan berorientasi pada kesejahteraan anggota, koperasi tidak hanya
memaksimalkan manfaat ekonomi bagi anggotanya, tetapi juga mampu
menanamkan rasa memiliki, kemandirian, serta keberdayaan di tingkat lokal.

Keberadaan koperasi sering kali menjadi motor penggerak untuk mengatasi
kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kecil, karena koperasi
membantu mereka dalam memperoleh pendapatan tetap, mengembangkan
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperkuat jaringan sosial
ekonomi antar anggota dan komunitas sekitar (Sunanda et al., 2025). Selain itu,
koperasi juga berperan dalam pembangunan berkelanjutan dengan
memperhatikan aspek keberlanjutan ekologis dan sosial, sehingga mendukung
terciptanya kestabilan ekonomi dan sosial yang lebih adil dan merata di tingkat
masyarakat kecil (Subekti & Zubaidah, 2024). Dengan demikian, koperasi tidak
hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen
pemberdayaan sosial yang mampu memperkuat solidaritas sosial, mendorong
partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal, dan menciptakan
masyarakat yang lebih mandiri dan berkeadilan.

Koperasi sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tercermin secara jelas dalam Pasal 33 ayat (1) UUD
1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan (Rinawati, 2020). Pasal ini menempatkan
koperasi sebagai bagian integral dan sokoguru perekonomian nasional yang

memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi vyang
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demokratis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan asas kekeluargaan, koperasi
difungsikan sebagai wadah ekonomi rakyat yang menekankan prinsip gotong
royong dan kemandirian ekonomi, sehingga tidak hanya bertujuan mengejar
keuntungan semata, tetapi juga memajukan kesejahteraan anggota dan
masyarakat luas (Fuad & llmi, 2021). Landasan ini kemudian diperkuat oleh
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang oleh Putusan
Mahkamah Kontitusi Nomor 28/PUU-XI1/2013, Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2012 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga untuk
sementara berlaku kembali undang-undang koperasi yang lama yaitu Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur
bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, dengan berasaskan
kekeluargaan, dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat
serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional yang maju, adil, dan
makmur. Oleh karenanya, koperasi memiliki posisi konstitusional yang penting
sebagai instrumen untuk memberdayakan masyarakat kecil dan memperkuat
ekonomi kerakyatan sesuai dengan semangat UUD NRI 1945 dan nilai-nilai
Pancasila (Harjono et al., 2025). Koperasi pada dasarnya penting didirikan bagi
sekelompok masyarakat dengan usaha kecil yang menitikberatkan upaya untuk
menyejahterakan masyarakat dan membantu anggota memenuhi kebutuhannya.
Salah satu masyarakat yang relevan untuk membentuk koperasi adalah
masyarakat dengan usaha perikanan tambah (Samad et al., 2025).

Masyarakat dengan usaha perikanan tambak merupakan kelompok
masyarakat yang mengandalkan budidaya perikanan air payau, seperti tambak
udang dan ikan, sebagai sumber utama mata pencaharian dan penghidupan (Deril
et al.,, 2025). Usaha perikanan tambak ini telah menjadi bagian yang sangat
penting dalam perekonomian masyarakat pesisir di Indonesia, terutama di daerah-
daerah yang memiliki potensi lahan untuk pengembangan budidaya tambak
seperti Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara. Aktivitas ini
tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi secara langsung melalui peningkatan
pendapatan masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi berbagai
tenaga kerja mulai dari persiapan tambak, pemeliharaan, panen, hingga
pengolahan hasil tambak (Afriyani et al., 2025). Budidaya tambak, khususnya
udang vaname dan ikan, memiliki nilai ekonomi tinggi dan prospek yang
menjanjikan karena permintaan pasar lokal maupun ekspor yang terus meningkat
(Mandal & Singh, 2025). Namun, usaha ini juga menghadapi tantangan seperti
perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya agar tetap berkelanjutan,
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termasuk pengendalian pencemaran dan konservasi lahan tambak supaya dapat
diwariskan untuk generasi berikutnya. Oleh karena itu, pengembangan usaha
perikanan tambak dengan adanya pendirian koperasi ini diharapkan dapat
meningkatkan taraf ekonomi masyarakat serta rumah tangga yang memerlukan
dukungan dari kebijakan yang tepat, teknologi budidaya yang maju, serta sinergi
antara pemerintah dan masyarakat agar nilai ekonomi dan sosial dari usaha ini
dapat terus meningkat dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara
luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua aspek penting yaitu: (i)
urgensi pembentukan koperasi perikanan tambak dalam mewujudkan SDGS 2030
dan (ii) upaya pembaruan hukum pembentukan koperasi perikanan tambak untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dengan fokus untuk menganalisis mengenai pembaruan hukum

pembentukan koperasi perikanan tambak dalam mewujudkan SDGS 2030
merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan
perundang-undangan mengenai koperasi.(Hamzani et al., 2023) Bahan hukum
primer yang digunakan yaitu UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian, dan peraturan lain yang membahas mengenai
koperasi. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi artikel jurnal, buku,
serta hasil penelitian yang membahas mengenai koperasi, SDGS 2030, dan
masyarakat perikanan tambak. Bahan non-hukum yang digunakan adalah kamus
bahasa. Bahan hukum yang ada kemudian diklasifikasikan sesuai dengan isu
hukum untuk kemudian dipilah dan dilakukan analisis untuk kemudian
dirumuskan preskripsi hukum atau solusi hukum dari isu hukum yang ada (Suteki
& Taufani, 2020).

HASIL
Pembentukan koperasi perikanan tambak merupakan instrumen strategis yang

sangat penting dalam rangka mewujudkan SDGs 2030, khususnya dalam hal
pemberdayaan ekonomi masyarakat secara kolektif dan berkelanjutan. Koperasi
bertindak sebagai wadah yang memperkuat kapasitas anggotanya dalam
mengakses sumber daya, teknologi, modal usaha, dan pasar secara adil dan efisien
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan tambak.
Selain itu, koperasi mendukung pengelolaan sumber daya tambak yang
terorganisir dan terencana, mengoptimalkan produksi, serta meminimalkan risiko
akibat perubahan lingkungan dan dinamika ekonomi global. Upaya pembaruan
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hukum pembentukan koperasi yang melibatkan peran aktif pemerintah pusat dan
daerah melalui kebijakan affirmative action menjadi sangat krusial untuk
memastikan keterlibatan yang adil dan keberlanjutan pengembangan koperasi ini.
Pemerintah menyediakan dukungan mulai dari kemudahan akses modal, insentif
fiskal, fasilitasi teknis, hingga pembinaan kelembagaan yang berkelanjutan. Di sisi
lain, masyarakat perikanan tambak juga harus memperkuat struktur organisasi,
pembuatan AD dan ART yang transparan dan akuntabel, serta memahami regulasi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dengan sinergi
antara pembaruan hukum dan kebijakan afirmatif, koperasi perikanan tambak
berpotensi menjadi agen perubahan sosial-ekologis yang signifikan dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjaga kelestarian sumber
daya perikanan, yang pada akhirnya mempercepat pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan di Indonesia secara menyeluruh.

PEMBAHASAN

Urgensi Pembentukan Koperasi Perikanan Tambak dalam Mewujudkan SDGS
2030

Sustainable Development Goals (SDGs 2030) adalah sebuah agenda global yang
disepakati oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk
mencapai pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi,
dan lingkungan hingga tahun 2030 (Astuti, 2024). Sejarahnya bermula dari
Millennium Development Goals (MDGs) yang dilaksanakan sejak tahun 2000
hingga 2015, yang mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara
signifikan dan mengurangi berbagai indikator sosial ekonomi di tingkat global dan
nasional, termasuk Indonesia (Leal Filho et al., 2023). Karena keberhasilan
tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penetapan SDGs yang lebih luas, inklusif,
dan komprehensif, terdiri dari 17 tujuan utama dan 169 target spesifik yang harus
dicapai oleh seluruh negara, termasuk Indonesia, dalam kerangka memperbaiki
kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Secara umum, SDGs bertujuan menjawab tantangan besar yang dihadapi
dunia, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi
lingkungan, serta ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat (Dharma et al., 2025).
Keterkaitan dengan pembangunan ekonomi masyarakat sangat erat, karena salah
satu fokus utama dalam SDGs adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan merata akan
mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat,
serta memperkuat ketahanan komunitas dari dampak berbagai krisis ekonomi dan
lingkungan. Dalam konteks pembangunan Indonesia, SDGs mendorong
pembangunan ekonomi yang tidak hanya fokus pada angka pertumbuhan tetapi
juga pemerataan manfaatnya agar seluruh lapisan masyarakat, terutama yang
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rentan dan miskin, dapat naik kesejahteraannya dan keluar dari kemiskinan
(Muluk et al., 2025).

Pengembangan ekonomi berbasis keberlanjutan dalam kerangka SDGs juga
menekankan pada perlunya inovasi, pengelolaan sumber daya alam secara
bijaksana, dan dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UMKM) sebagai
motor penggerak ekonomi domestik. Implementasinya diarahkan untuk
memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menimbulkan kerusakan
lingkungan, melainkan sejalan dengan konservasi sumber daya alam demi masa
depan yang lebih baik (Ulwan Fadhlurrahman et al., 2025). Dengan demikian, SDGs
2030 tidak hanya merupakan sebuah visi keberlanjutan tetapi juga merupakan
strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial,
peningkatan kualitas hidup, dan pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun
di belakang.

SDGs 2030 memiliki kaitan erat dengan koperasi sebagai salah satu
instrumen penting dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Koperasi, dengan prinsip dasar memberdayakan anggota melalui usaha bersama,
berperan strategis dalam pencapaian berbagai tujuan SDGs 2030, terutama dalam
pengentasan kemiskinan, peningkatan pekerjaan layak, dan pemerataan
kesejahteraan. SDGs 2030 menekankan pembangunan ekonomi yang inklusif
sehingga tidak meninggalkan kelompok masyarakat manapun, dan koperasi yang
menumbuhkan ekonomi kerakyatan serta UMKM menjadi wahana efektif untuk
mencapai hal tersebut (lrawan et al.,, 2021). Koperasi yang berbasis pada
keanggotaan dan nilai-nilai demokrasi ekonomi mampu menggerakkan
pertumbuhan ekonomi lokal secara partisipatif dan berbagi manfaat yang adil,
sehingga sejalan dengan pilar sosial dan ekonomi SDGs 2030.

Pengaturan dan implementasi SDGs 2030 di Indonesia telah menjadi fokus
utama dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan, dengan
koperasi sebagai salah satu pilar penting dalam pencapaian tujuan tersebut.
Pemerintah Indonesia secara resmi mengintegrasikan SDGs 2030 ke dalam
perencanaan pembangunan melalui berbagai kebijakan strategis dan dokumen
perencanaan nasional, yang menekankan pada pemberdayaan ekonomi
masyarakat sebagai fondasi utama. Koperasi, sebagai bentuk organisasi ekonomi
yang beranggotakan masyarakat secara kolektif dan berbasis nilai-nilai demokrasi
ekonomi, memiliki posisi strategis untuk menjalankan peran tersebut, terutama
dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan
peningkatan kualitas hidup warga (Subekti & Zubaidah, 2024). Koperasi
diorientasikan menjadi wadah utama untuk mengembangkan sektor UMKM dan
ekonomi kerakyatan yang berkontribusi langsung pada target-target SDGs 2030,
seperti pengurangan kesenjangan dan pemberdayaan komunitas.

Koperasi sebagai amanat konstitusi Pasal 33 UUD NRI 1945 vyang
menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan
asas kekeluargaan yang bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal
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33 UUD NRI 1945 ini menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar utama dalam
sistem perekonomian nasional yang berbasis pada prinsip demokrasi ekonomi dan
keadilan sosial (Yuanitasari & Suparto, 2020). Dalam konteks ini, koperasi bukan
sekadar lembaga ekonomi biasa, tetapi merupakan instrumen holistik yang
mengedepankan prinsip kerakyatan, partisipasi aktif anggotanya, dan tujuan
kebermanfaatan kolektif bukan keuntungan semata. Gagasan Mohammad Hatta,
sebagai Bapak Koperasi Indonesia, sangat konsisten dengan amanat konstitusi
tersebut, dengan menekankan beberapa pilar penting koperasi yakni sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang bersifat sukarela, mandiri, dan berasaskan
kekeluargaan (Hari Sulistiyo et al., 2025). Menurut Hatta, koperasi harus memiliki
karakteristik keanggotaan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian
keuntungan yang adil, pendidikan koperasi bagi anggota, dan solidaritas sosial
yang kuat (Sudirawarda et al., 2025). Pilar-pilar ini membentuk identitas khas
koperasi yang membedakannya dari bentuk organisasi ekonomi lain dan sekaligus
menggambarkan esensi perekonomian Indonesia yang berbasis komunitas dan
kearifan lokal.

Koperasi sebagai wujud konkret pemberdayaan ekonomi komunitas
masyarakat lokal memainkan peran strategis dalam menciptakan kemandirian
ekonomi rakyat serta mengurangi ketergantungan pada modal besar atau pihak
eksternal. Dengan dasar hukum dan filosofi yang kokoh, koperasi mampu
menggerakkan ekonomi dari bawah dengan mengoptimalkan potensi sumber
daya lokal, mempererat solidaritas sosial, dan memupuk rasa memiliki bersama
terhadap aset dan hasil usaha (Podger, 2023). Koperasi yang berlandaskan nilai-
nilai kekeluargaan ini memupuk distribusi pendapatan yang lebih merata,
memberdayakan anggota dari berbagai lapisan masyarakat terutama kelompok
ekonomi lemah, serta memperkuat ketahanan sosial ekonomi komunitas.
Gagasan Hatta memperkuat bahwa koperasi adalah identitas ekonomi Indonesia
yang berakar pada nilai-nilai gotong royong dan demokrasi ekonomi, sehingga
berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan
nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD
NRI 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi
landasan hukum utama yang mengatur keberadaan, kegiatan, dan prinsip-prinsip
koperasi di Indonesia. Dalam undang-undang ini, koperasi didefinisikan sebagai
badan usaha yang berfungsi sebagai usaha bersama berlandaskan asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi untuk menyejahterakan anggota serta
masyarakat sekitar (Kalsum et al., 2024). Pasal-pasal dalam undang-undang ini
menegaskan bahwa koperasi adalah usaha kolektif masyarakat yang didirikan atas
dasar keanggotaan yang sukarela dan terbuka, sehingga mampu menciptakan
kekuatan ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pasal 4, misalnya,
menyoroti bahwa kegiatan koperasi harus berorientasi pada pemberdayaan
ekonomi anggota dan masyarakat luas melalui usaha yang efisien, berkelanjutan,
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serta adil. Selain itu, Pasal 5 mengatur bahwa koperasi wajib menerapkan prinsip
kekeluargaan dan demokrasi dalam pengelolaannya, serta mengutamakan
keanggotaan aktif dan pemberdayaan potensi anggota. Pasal 7 menjelaskan
bahwa koperasi harus menjalankan fungsi sebagai usaha sosial yang mampu
meningkatkan kesejahteraan anggota secara adil dan merata. Pasal 8 menegaskan
bahwa koperasi harus memiliki kekayaan sendiri dan mampu mengelola aset serta
sumber daya secara transparan dan akuntabel demi keberlangsungan usaha.
Keseluruhan pasal ini menekankan bahwa koperasi bukan hanya berfungsi sebagai
badan usaha, tetapi juga sebagai wahana pemberdayaan ekonomi masyarakat
yang berorientasi pada kepentigan anggota dan komunitas sekitar. Dengan
demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menegaskan bahwa koperasi
merupakan usaha kolektif masyarakat yang menjadi ujung tombak pembangunan
ekonomi rakyat secara inklusif dan berkelanjutan.

Pembentukan koperasi bagi masyarakat perikanan tambak sangat penting
karena koperasi menjadi wadah kolektif yang membantu mengatasi berbagai
kendala yang dihadapi oleh para petambak, terutama dalam hal permodalan,
akses pasar, dan pengelolaan usaha bersama. Masyarakat perikanan tambak
memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan kultural yang berbeda secara signifikan
dengan masyarakat nelayan laut, meskipun keduanya sama-sama bergantung
pada sumber daya perikanan. Karakter masyarakat perikanan tambak cenderung
lebih menetap dan terorganisir dalam skala komunitas lokal karena aktivitas
budidaya yang memerlukan pengelolaan lahan tambak secara terus-menerus dan
jangka panjang. Keberhasilan masyarakat perikanan tambak sangat bergantung
pada pengelolaan lingkungan tambak, pemeliharaan kualitas air, pemberian
pakan, dan pengendalian hama, sehingga pola kerja mereka lebih terstruktur dan
bergantung pada musim serta siklus produksi.

Hubungan sosial dalam masyarakat perikanan tambak biasanya
menonjolkan kerjasama kolektif dan gotong royong dalam pengelolaan tambak,
karena hasil usaha dan risiko yang dihadapi bersifat bersama dan saling terkait
(Fitria et al., 2023). Sebaliknya, masyarakat nelayan laut cenderung memiliki pola
hidup dan kerja yang lebih dinamis serta berpindah-pindah mengikuti lokasi
penangkapan ikan, yang sering kali bersifat musiman dan bergantung pada kondisi
alam laut yang berubah-ubah. Nelayan laut juga menghadapi risiko tinggi akibat
ketidakpastian cuaca dan gelombang, sehingga ketahanan hidup mereka secara
sosial dan ekonomi sering lebih rentan (Junawan, 2021). Dari segi stratifikasi sosial,
masyarakat nelayan seringkali mengalami pembagian kasta ekonomi yang lebih
jelas antara pemilik kapal dan alat tangkap besar dengan buruh nelayan yang tidak
memiliki sarana produksi, sementara masyarakat perikanan tambak umumnya
memiliki pola kepemilikan yang lebih kolektif dan desentralisasi dalam
pengelolaan tambak (Sriyono & Dewi, 2021).
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Gambar 1. Kondisi Lingkungan Masyarakat Perikanan Tambak

Karakteristik masyarakat nelayan yang lebih terbuka dan keras karena
harus menghadapi ketidakpastian alam dan tekanan sosial-ekonomi berbeda
dengan masyarakat petambak yang memiliki ikatan kekeluargaan yang lebih erat
dan pola hidup yang cenderung lebih stabil dan bercirikan gotong royong dalam
pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, perbedaan utama antara masyarakat
perikanan tambak dan nelayan laut terletak pada pola kehidupan, sifat pekerjaan,
ketergantungan terhadap sumber daya, pola hubungan sosial, dan tingkat
stabilitas usaha yang mencerminkan kaitan erat antara ekosistem yang mereka
kelola dengan kerangka sosial budaya yang mereka bangun di wilayah pesisir.

Tabel 1. Perbedaan Masyarakat Perikanan Tambak dan Masyarakat Nelayan Laut

Aspek Masyarakat Perikanan Tambak Masyarakat Nelayan Laut
Pola Kehidupan Cenderung menetap dan Dinamis dan berpindah-pindah
terorganisir dalam komunitas lokal mengikuti lokasi penangkapan ikan
Aktivitas Usaha Budidaya dengan pengelolaan Penangkapan ikan di laut yang
lahan tambak yang kontinu bersifat musiman dan berubah-
ubah
Ketergantungan terhadap Bergantung pada pengelolaan Bergantung pada kondisi alam laut,
Sumber Daya kualitas air, pakan, dan cuaca, dan gelombang
pengendalian hama
Pola Kerja Terstruktur,  mengikuti  siklus Tidak terstruktur, bergantung pada
produksi dan musim kesempatan dan musim
penangkapan
Hubungan Sosial Menonjolkan kerjasama kolektif Hubungan sosial lebih terbuka,

Risiko Usaha

Strata Sosial

dan gotong royong

Risiko bersama yang terkait hasil
dan pengelolaan tambak

Pola kepemilikan kolektif dan
desentralisasi

stratifikasi ekonomi lebih jelas
Risiko tinggi terkait ketidakpastian
cuaca dan kondisi laut

Stratifikasi jelas antara pemilik
kapal/lengkap alat tangkap dan
buruh nelayan
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Karakter Sosial lkatan kekeluargaan erat, pola Sifat keras, terbuka, dan lebih keras
hidup stabil menghadapi tekanan alam dan
sosial ekonomi
Stabilitas Usaha Stabil dan berkelanjutan Rentan terhadap fluktuasi dan

tekanan eksternal

(Sumber: Analisis Penulis)

Tabel di atas menggambarkan perbedaan pokok antara masyarakat
perikanan tambak dan masyarakat nelayan laut yang mencakup pola kehidupan,
sifat pekerjaan, ketergantungan pada sumber daya alam, pola hubungan sosial,
serta tingkat stabilitas dan risiko usaha yang dihadapi, mencerminkan karakteristik
unik dari setiap komunitas pesisir dan ekosistem yang mereka kelola.

Secara umum, koperasi bagi petambak untuk mendapatkan modal usaha
melalui mekanisme simpan pinjam secara bersama-sama sehingga mereka tidak
lagi bergantung pada rentenir atau modal dengan bunga tinggi yang membebani.
Selain itu, koperasi juga memperkuat posisi tawar petambak dalam akses pasar
dan pengadaan sarana produksi seperti pakan dan alat tangkap, yang pada
akhirnya dapat meningkatkan efisiensi usaha dan pendapatan mereka. Dengan
adanya koperasi, petambak tambak dapat membangun solidaritas sosial dan kerja
sama yang erat, sehingga usaha budidaya tambak dapat berjalan secara kolektif,
terorganisir, dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan
anggota koperasi tetapi juga memberdayakan komunitas perikanan tambak dalam
skala yang lebih luas secara sosial dan ekonomi, sehingga mereka dapat bersaing
lebih baik di pasar dan mengurangi rentan terhadap tekanan eksternal seperti
fluktuasi harga dan biaya produksi tinggi. Oleh karena itu, pembentukan koperasi
menjadi solusi strategis untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat
perikanan tambak yang inklusif dan berkelanjutan.

Urgensi pembentukan koperasi perikanan tambak dalam mewujudkan SDGs
2030 sangatlah tinggi karena koperasi menjadi instrumen strategis yang mampu
mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat perikanan tambak secara
kolektif dan berkelanjutan. Dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan
tersebut, koperasi berfungsi sebagai wadah yang memperkuat kapasitas anggota
dalam mengakses sumber daya, teknologi, modal usaha, dan pasar secara lebih
adil dan efisien, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Keberadaan
koperasi memungkinkan pengelolaan sumber daya tambak yang lebih terorganisir
dan terencana, mengoptimalkan siklus produksi, sekaligus meminimalkan risiko
kerugian akibat perubahan lingkungan dan ekonomi global. Selain itu,
pembentukan koperasi perikanan tambak mendorong terciptanya sistem ekonomi
yang inklusif yang mampu menanggulangi kemiskinan, meningkatkan lapangan
kerja, dan mewujudkan keadilan sosial, yang semuanya merupakan inti dari SDGs.
Koperasi juga berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui
pengelolaan tambak yang ramah lingkungan dan menghindari praktik yang
merusak ekosistem pesisir seperti konversi hutan mangrove yang berlebihan.
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Dukungan kelembagaan yang kuat melalui koperasi dapat meningkatkan
partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mendorong inovasi teknologi
sederhana yang tepat guna, serta meningkatkan kapasitas edukasi dan pelatihan
agar petambak dapat memenuhi standar produksi dan pasar yang berkelanjutan.
Dengan demikian, koperasi perikanan tambak tidak hanya berfungsi sebagai
lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial-ekologis yang
integral dalam peta besar pencapaian SDGs 2030 di Indonesia, menjembatani
kepentingan ekonomi masyarakat lokal dengan agenda pembangunan global yang
berkelanjutan dan inklusif. Oleh sebab itu, investasi dan perhatian yang lebih besar
terhadap pengembangan koperasi perikanan tambak menjadi keniscayaan untuk
mewujudkan tujuan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
pesisir secara menyeluruh.

Upaya Pembaruan Hukum Pembentukan Koperasi Perikanan Tambak untuk
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat perikanan tambak seringkali memiliki masalah utama yang sering
dialami oleh meliputi berbagai kendala yang dapat menghambat keberlanjutan
usaha, sehingga diperlukan adanya koperasi sebagai solusi yang efektif (Danial et
al., 2024). Beberapa permasalahan umum tersebut meliputi keterbatasan akses
terhadap modal usaha, teknologi yang masih bersifat tradisional dan semi-
otomatis, serta kurangnya pemahaman tentang pengelolaan kualitas dan
keberlanjutan lingkungan tambak. Selain itu, kerusakan ekosistem seperti
berkurangnya hutan mangrove, pencemaran limbah dan sampah, juga menjadi
faktor utama yang memperparah kondisi usaha tambak, mengurangi hasil
tangkapan dan produktivitas, serta meningkatkan risiko kerugian yang besar.
Situasi ini diperparah oleh ketidakpastian musim dan kondisi lingkungan yang
sering berubah-ubah, menyebabkan ketahanan ekonomi masyarakat tambak
menjadi rentan. Di sisi sosial, rendahnya partisipasi aktif anggota dalam
pengelolaan bersama, lemahnya kelembagaan, dan minimnya akses ke teknologi
serta pasar yang adil menjadi kendala besar yang menghambat perkembangan
usaha tambak secara optimal. Oleh karena itu, pembentukan koperasi sangat
mendesak untuk menjadi wadah yang mengakumulasi sumber daya, memperkuat
kapasitas anggota dalam mengatasi masalah tersebut secara kolektif (Muniji et al.,
2023). Koperasi akan memfasilitasi akses terhadap modal, teknologi yang
berkelanjutan, pelatihan pengelolaan lingkungan dan usaha yang ramah
lingkungan, serta memperluas jaringan pemasaran yang lebih luas dan adil.
Melalui penguatan kelembagaan koperasi, masyarakat perikanan tambak dapat
meningkatkan keberdayaan ekonominya secara lebih mandiri dan berkelanjutan,
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mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar, sekaligus menjaga
keseimbangan ekologis sehingga usaha mereka mampu bertahan dan
berkembang dalam kerangka SDGs 2030. Dengan demikian, koperasi bukan hanya
sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan
pelestarian lingkungan yang sangat penting untuk menjawab tantangan global
sekaligus mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia.

2 PASURUAL

Gambar.2. Identifikasi Permasalahan Masyarakat Perikanan Tambak

Upaya pembaruan hukum pembentukan koperasi perikanan tambak sangat
diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan
inklusif. Pembaruan hukum dalam hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah
maupun oleh kelompok masyarakat perikanan tambak itu sendiri. Pemerintah baik
pusat maupun daerah dapat melakukan upaya affirmative action dalam
pembentukan koperasi perikanan tambak. Affirmative action adalah kebijakan
atau tindakan proaktif yang dirancang untuk memberikan kesempatan yang setara
kepada kelompok-kelompok yang selama ini mengalami diskriminasi atau
terpinggirkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan,
politik, bahkan hingga ekonomi (Prasetio et al., 2025). Affirmative action yang
dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah memiliki peran yang sangat krusial
dalam mengupayakan pembaruan hukum pembentukan koperasi perikanan
tambak guna menyejahterakan masyarakat pesisir. Pemerintah dapat

191 |
elSSN: 3062-9365
Prosiding Seminar Nasional Kusuma 1V Volume 3: November 2025



B

KUs 'MA

PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA IV
Kualitas Sumberdaya Manusia

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan”

menghadirkan berbagai bentuk dukungan, mulai dari penyediaan akses modal
yang lebih ringan, insentif fiskal, fasilitasi teknis pengelolaan koperasi, hingga
kemudahan perizinan dan pembinaan kelembagaan yang berkelanjutan. Peran ini
sangat penting agar koperasi perikanan tambak dapat tumbuh kuat dan mandiri,
mampu menjadi mekanisme kolektif pemberdayaan ekonomi yang merata serta
mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perikanan secara lestari. Affirmative
action juga memfokuskan penguatan kapasitas teknis dan manajerial anggota
koperasi serta pengembangan jaringan pemasaran yang dapat meningkatkan daya
saing produk hasil tambak di tingkat nasional dan internasional. Hal ini akan
mempercepat tercapainya tujuan pemberdayaan ekonomi, pengentasan
kemiskinan, dan pelestarian lingkungan dalam kerangka SDGs 2030. Tanpa adanya
tindakan afirmatif yang kuat dari pemerintah, koperasi perikanan tambak akan
sulit berkembang optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi kesejahteraan
masyarakat pesisir serta keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia.

Masyarakat perikanan tambak sendiri dalam upaya membentuk koperasi
juga harus memahami kerangka hukum yang kuat dan adaptif, khususnya dalam
memperkuat struktur organisasi, aturan dasar (AD) dan tata tertib (ART), serta
pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian. Dalam struktur organisasi koperasi perikanan tambak yang ideal,
terdapat komponen utama seperti rapat anggota sebagai forum tertinggi
pengambilan keputusan, pengurus yang bertugas menjalankan kebijakan, serta
pengawas yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan
koperasi. AD dan ART harus disusun dengan jelas dan sesuai dengan prinsip
koperasi yang demokratis dan menjunjung tinggi asas kekeluargaan, transparansi,
serta akuntabilitas. Langkah persiapan lainnya adalah meningkatkan literasi
hukum dan pemahaman anggota koperasi terhadap Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 untuk memastikan semua anggota mengerti hak dan kewajiban dalam
koperasi, serta mematuhi regulasi yang berlaku untuk menjamin keberlangsungan
dan legitimasi operasional koperasi. Upaya pembaruan hukum juga harus
mencakup pembinaan  kelembagaan koperasi secara berkelanjutan,
pengembangan kapasitas manajerial dan teknis anggota, serta penyediaan akses
mudah terhadap sumber daya pendukung seperti modal, teknologi, dan pasar.
Dengan sistem hukum dan organisasi yang kuat, koperasi perikanan tambak akan
mampu berperan efektif dalam meningkatkan daya saing, mengoptimalkan
pengelolaan sumber daya, serta mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan
dan kesejahteraan masyarakat tambak secara menyeluruh.
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KESIMPULAN

Urgensi pembentukan koperasi perikanan tambak dalam mewujudkan SDGs
2030 sangatlah penting sebagai instrumen strategis untuk pemberdayaan
ekonomi masyarakat secara kolektif dan berkelanjutan. Koperasi berfungsi
sebagai wadah yang memperkuat kapasitas anggota dalam mengakses sumber
daya, teknologi, modal usaha, dan pasar secara adil dan efisien, sehingga mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan tambak. Selain itu, koperasi
mendukung pengelolaan sumber daya tambak yang terorganisir dan terencana,
mengoptimalkan produksi, serta meminimalkan risiko dari perubahan lingkungan
dan ekonomi global. Peran koperasi dalam menciptakan sistem ekonomi inklusif
yang menanggulangi kemiskinan, meningkatkan lapangan kerja, dan mewujudkan
keadilan sosial merupakan inti dari pencapaian SDGs 2030. Koperasi juga
berkontribusi pada pelestarian lingkungan melalui pengelolaan tambak yang
ramah lingkungan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan
berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan koperasi perikanan tambak harus
mendapatkan investasi dan perhatian lebih besar sebagai kunci keberhasilan
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat pesisir secara menyeluruh. Kesimpulan ini menegaskan bahwa
koperasi perikanan tambak bukan hanya lembaga ekonomi, melainkan agen
perubahan sosial-ekologis yang integral dalam mewujudkan pembangunan
berkelanjutan di Indonesia.

Upaya pembaruan hukum pembentukan koperasi perikanan tambak sangat
penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan
inklusif, dan hal ini memerlukan keterlibatan aktif pemerintah pusat maupun
daerah dalam bentuk affirmative action atau kebijakan afirmasi. Pemerintah
melalui kebijakan afirmasi dapat menyediakan akses modal dengan bunga ringan,
memberikan insentif fiskal, memfasilitasi pelatihan teknis pengelolaan koperasi,
hingga memberikan kemudahan perizinan dan pembinaan kelembagaan yang
berkelanjutan. Masyarakat perikanan tambak juga harus memperkuat diri mereka
dalam aspek legal dan organisasi, termasuk pemahaman mendalam terhadap
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyusun
struktur organisasi koperasi yang ideal, serta membuat AD dan ART yang
transparan, demokratis, dan akuntabel. Upaya pembaruan hukum vyang
melibatkan afirmasi ini tidak hanya akan mempercepat pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2030, tetapi juga menjadikan koperasi
perikanan tambak sebagai agen perubahan sosial-ekologis yang signifikan dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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